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Abstract:  
This research aims to explore and explain the effectiveness of handling 
criminal acts of prostitution involving children as well as the 
investigative efforts carried out by the police in eradicating this 
problem. The Makassar Police investigation team has carried out 
prevention through regular investigations and provided complaint 
services through shelters. The method used in this research is empirical 
law, with the research location at the Makassar City Police 
Department. Data was collected using interview techniques and 
literature study, which was then analyzed qualitatively and 
descriptively. The research results show that there are challenges in 
handling cases of criminal acts of prostitution against children. The 
investigation process adheres to Article 2 paragraphs (1) and (2) and 
Article 761 of Law no. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 
23 of 2002 concerning child protection. However, weak law 
enforcement against perpetrators of child prostitution means they feel 
safe and are not afraid of facing the legal process. Based on these 
findings, it is recommended that Makassar City Resort police 
investigators increase supervision  and carry out outreach to the 
community. This is important so that they can be more aware of pimps 
who target children around them, as well as provide an understanding 
of the laws that apply to catch pimps and protect children who are 
victims of prostitution.. 
Keywords: Prostitution of children, Pimping, Investigation 

 
Abstrak:  

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan 
efektivitas penanganan tindak pidana prostitusi yang melibatkan 
anak-anak serta upaya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian 
dalam memberantas permasalahan tersebut. Tim penyidik 
Polrestabes Makassar telah melakukan pencegahan melalui 
penyidikan secara berkala dan menyediakan layanan pengaduan 
melalui tempat penampungan (shelter). Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah hukum empiris, dengan lokasi penelitian 
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di Kepolisian Resor Kota Makassar. Data dikumpulkan dengan 
teknik wawancara dan studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya tantangan dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi 
terhadap anak. Proses penyidikan berpegang pada Pasal 2 ayat (1) 
dan (2) serta Pasal 761 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan 
UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Namun, 
lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi anak 
menyebabkan mereka merasa aman dan tidak takut menghadapi 
proses hukum. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar 
penyidik kepolisian Resor Kota Makassar meningkatkan 
pengawasan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini 
penting agar mereka dapat lebih waspada terhadap oknum-oknum 
mucikari yang menargetkan anak-anak di sekitar mereka, serta 
memberikan pemahaman mengenai hukum yang berlaku untuk 
menjerat mucikari dan melindungi anak-anak yang menjadi korban 
prostitusi. 
Kata Kunci:  Prostitusi terhadap anak, Mucikari, Penyelidikan  
 

  
PENDAHULUAN  

Kasus proistitusi, baik yang teirjadi seicara daring maupun langsung, meilibatkan tidak hanya 
peireimpuan deiwasa, teitapi juga anak-anak. Anak-anak ini seiring kali dipeirlakukan seibagai 
koimoiditas dalam peirdagangan manusia atau seibagai oibjeik keipuasan nafsu oileih individu 
maupun keiloimpoik teirteintu yang meilakukan transaksi seiksual deimi meiraup keiuntungan 
eikoinoimi. 

Kasus prostitusi yang kian marak terjadi, Mengakibatkan banyak anak yang lahir di luar 
nikah Di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan 
bahwa; “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan 
ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum 
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya1 

Eksploiitasi seiksual teirhadap anak adalah seibuah keijahatan yang diatur dalam Pasal 76I 
Undang-Undang Noi. 35 Tahun 2014 meingatur meingeinai peirubahan atas Undang-Undang 
Noi. 23 Tahun 2002 teintang Peirlindungan Anak. Undang-undang ini seicara teigas meilarang 
seitiap individu untuk meingatur, meimbiarkan, Meilakukan, meimbeirikan peirintah, atau 
teirlibat dalam eiksploiitasi eikoinoimi dan/atau seiksual teirhadap anak-anak.2 

 
1 Hasnan Hasbi. 2018, “Analisis hak mewaris terhadap Anak yang lahir dari perkawinan beda Agama”, 

Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 20 No. 1 Mei 2018 
2 Paisail 76I Undaing-Undaing Nomor 35 Taihun 2014 Teintaing Peirubaihain AtaisUndaingUndaing Nomor 23 

Taihun 2002 Teintaing Peirlindungain Anaik. 
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Seisuai deingan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Peirlindungan Anak, yang dimaksud deingan 
anak adalah individu yang beirusia di bawah 18 tahun, teirmasuk meireika yang masih dalam 
kandungan. Meilihat data yang teirseidia seijak tahun 2020, aparat keipoilisian teilah meincatat 
seibanyak 221 anak-anak yang meinjadi sasaran poirnoigrafi, proistitusi, dan eiksploiitasi 
seiksual. Yang leibih meimprihatinkan, rata-rata dari koirban-koirban ini beirusia 17 tahun. 
Data yang dipeiroileih beirasal dari lapoiran yang diteirima oileih Pusiknas EMP Bareiskrim Poilri 
dari 1 Januari 2020 hingga 25 Seipteimbeir 2023. Dalam lapoiran teirseibut, teircatat bahwa 
17,13% dari toital koirban poirnoigrafi, poirnoiaksi, dan eiksploiitasi seiksual adalah anak-anak 
beirusia 17 tahun kei bawah.3 

Anak-anak, yang seiharusnya diisi deingan keigiatan proiduktif dan proiseis beilajar untuk 
meimpeirsiapkan masa deipan meireika, kini malahan teirjeibak dalam kasus proistitusi. Seibagai 
geineirasi peineirus bangsa, anak-anak adalah tunas dan poiteinsi yang sangat beirharga. Meireika 
meimiliki peiran strateigis seirta karakteiristik unik, seihingga sangat peinting untuk meinjaga 
dan meilindungi meireika dari beirbagai beintuk peirlakuan yang tidak manusiawi yang dapat 
meingakibatkan peilanggaran teirhadap hak asasi manusia.4 Salah satu hal yang sangat 
peinting adalah meilindungi anak-anak dari praktik proistitusi deimi meinyeilamatkan moiral 
geineirasi peineirus bangsa. Tidak hanya beirdasarkan undang-undang yang meilarang 
tindakan pidana proistitusi, praktik teirseibut juga beirteintangan deingan noirma keisusilaan dan 
dilarang dalam hukum Islam. Dalam Al-Quran, teirdapat keiteintuan meingeinai hukuman 
bagi peilaku zina.  meincakup proistitusi) dijeilaskan dalam Surat An-Nur ayat 2, yang 
beirbunyi:  

ٌةَفأۡرَ  امَہِِب  مكُذۡخُأَۡت  لاَوَ  ۖ۬ ٍةَدلۡجَ َ ةَئْامِ  امَہُنۡمِّ  دٍ۬حِٲوَ  َّلكُ ْ اوُدلِجۡٱَف  ىِناَّزلٱوَ ُ ةَیِناَّزلٱ  ِ َّ�ٱِب  نَوُنمِؤُۡت  مُۡتنكُ  نِإ ِ َّ�ٱ  نِیدِ  ىِف  ۬
(٢ (نَیِنمِؤۡمُ ٌةَف�ىٓاطَ  امَہَُباَذعَ  دۡہَشَۡیلۡوَ   لۡٱ  نَمِّ  ۬  ۖ رِخَِلأۡٱ  مِوَۡیلۡٱوَ    

Teirjeimahan: Peireimpuan yang beirzina dan laki-laki yang beirzina, maka deiralah  tiap-tiap  
seioirang  dari  keiduanya  seiratus  kali  deira,  dan  janganlah  beilas  kasihan  keipada  keiduanya  
meinceigah  kamu  untuk  [meinjalankan]  agama  Allah,  jika  kamu  beiriman  keipada  Allah,  
dan  hari  akhirat,  dan  heindaklah  [peilaksanaan]  hukuman  meireika  disaksikan  oileih  
seikumpulan  dari  oirang-oirang  yang  beiriman.  (Q.S An-nur:2)5 

Seilanjutnya  dijeilaskan  dalam  Hadis  Riwayat  Al-Hakim,  Al-Baihaqi  dan  ath-
Thabrani: 

ِالله  بَاَذعَ  مْھِسُِفنَْأِب  اوُّْلحََأ  دَْقَف  ،ةٍَیرَْق  يِْف  اَبرِّلاوَ  اَنزِّلا  رَھَظَ  اَذِإ  

Teirjeimahan: 

 
3 Pusiknais Baireiskrim Polri, Kaisus Pornograifi, Prostitusi, dain Eksploitaisi ceindeirung meiningkait, 

https://pusiknais.polri.go.id/deitaiil_airtikeil/kaisus_pornograifi,_prostitusi,_dain_eiksploitaisi_ceindeirung_meiningkai
t_ dikutip paidai tainggail 11,Oktobeir,2024. 

4 Nurfaidhilaih Maippaiseilleing, (2023) Peirlindungain Hukum Teirhaidaip Anaik Seibaigaii Korbain Keijaihaitain 
Eksploitaisi Seicairai Ekonomi. Jurnail of Leix Geineirailis (JLS) Volumei 4, Nomor 2, hlm 218 

5 Al-Khobir Al-Qur’ain Taijwid untuk Peimulai, Q.S An-nur aiyait 2. Suraibaiyai: Kaipais Maidyai 
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“Jika zina dan riba sudah meinyeibar di suatu kampung, Maka seisungguhnya  meireika teilah 
meinghalalkan azab Allah atas diri  meireika  seindiri”.  (HR al-Hakim, al-Baihaqi dan ath-
Thabrani).6 

Hadits teirseibut meineigaskan bahwa masyarakat yang seiring teirlibat dalam peirbuatan zina 
akan seigeira meinghadapi hukuman dari Allah. Keibeirkahan bagi masyarakat seimacam itu 
pun akan seigeira diambil keimbali. Ini meinceirminkan larangan teigas dalam Islam teirhadap 
peilacuran dan zina. 

Di Koita Makassar, kasus proistitusi oinlinei teilah meinjadi masalah seirius. Salah satu cointoih 
yang meincoiloik teirjadi pada tahun 2022, keitika Direiktoirat Reiseirsei Kriminal Umum 
(Ditreiskrimum) Poilda Sulseil Beirhasil meingungkap jaringan proistitusi yang meilibatkan 
anak di bawah umur, poilisi meinangkap seioirang pria beirinisial UK yang diduga teilah 
meimpeirdagangkan tiga anak-anak teirseibut. Keipala Bidang Humas Poilda Sulaweisi Seilatan, 
Koimbeis Koimang Suartana, meinyampaikan infoirmasi ini dalam keiteirangan peirs, 
meinjeilaskan bahwa UK meinawarkan tiga reimaja teirseibut di dua hoiteil. Koirban yang 
teirideintifikasi beirinisial S, S, dan Z juga turut diamankan. Koimbeis Koimang meinambahkan 
bahwa dalam meinjalankan aksinya, UK seiring beirpindah-pindah loikasi untuk meilakukan 
transaksi, meinawarkan jasa keipada peilanggan dari kalangan meineingah kei atas.7   

Beirdasarkan hal teirseibut, peinulis meirasa peinting untuk meilakukan peineilitian yang 
meindalam meingeinai kasus proistitusi oinlinei. Deingan deimikian, peinulis meimilih judul 
beirikut. "Peinuntutan Kasus Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur yang Teirlibat Proistitusi 
di Keipoilisian Reisoir Koita Makassar". 

 
HASIL  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum 
empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini 
dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik 
analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh 
gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. 

 
A. Efektivitas penyidikan tindak pidana terhadap prostitusi anak di bawah umur 

di kota makassar 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai 
kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak dalam kaitannya dengan penerapan proses penyidikan sesuai dengan 
Hukum Acara Pengadilan Anak menurut ketentuan KUHAP,Undang-undang 
Perlindungan Anak dan Undang-undang Pengadilan untuk tetap melindungi hak-hak 

 
6 Ali Fairkhain Tsaini, 2015, Zinai Meingundaing Azaib, Minai NEWS.Neit, https://minaineiws.neit/zinai-

meingundaing-aizaib/. Dikutip paidai tainggail 12, Oktobeir,2024 
7 Ditai Anggai Rusiainai, Kaisus Prostitusi onlinei Anaik dibaiwaih umur dibongkair, tairif mulaii Rp.600.000. 

Kompais.com 2022. https://maikaissair.kompais.com/reiaid/2022/08/11/142352478/ kaisus-prostitusi-onlinei-ainaik-
di-baiwaih-umur-dibongkair-tairif-mulaii-rp-600000, Dikutip paidai tainggail 11, oktobeir,2024. 



15 

anak sebagai generasi penerus terlepas dari apapun bentuk tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak. 

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak 
melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang- Undang No. 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak.Akan tetapi dalam pelaksanaanya sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku. 

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, telah 
memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak 
pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat 
anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan 
khusus serta perlindungan . 

 Prostitusi anak di bawah umur adalah masalah serius yang sangat memprihatinkan, 
baik secara sosial, hukum, maupun psikologis. Fenomena ini sering kali melibatkan 
eksploitasi anak-anak oleh individu atau kelompok tertentu dengan motif ekonomi 
atau kriminal. Depresiasi (penurunan nilai atau penghargaan terhadap sesuatu) 
dalam konteks ini bisa dimaknai sebagai hilangnya martabat, hak, dan keamanan 
anak akibat eksploitasi. 

Prostitusi sebagaimana halnya tindak kriminal lainnya selalu mengalami perubahan 
seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi. Zaman dulu 
prostitusi dilakukan secara manual Dimana pelaku prostitusi menjajakan dirinya dan 
pembeli jasa mendatanginya kemudian terjadi transaksi. Pada saat sekarang ini 
praktek prostitusi mengalami perubahan dimana transaksi prostitusi juga bisa 
dilakukan secara online. Kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan 
transportasi yang mengakselerasi terjadinya globalisasi, juga dimanfaatkan oleh 
pelaku  

kejahatan untuk menyelubungi perbudakan itu ke dalam bentuk yang baru yaitu 
perdagangan orang, yang beroperasi secara tertutup dan bergerak diluar hukum. 
Perbudakan dan penghambaan modern dalam bentuk perdagangan orang menjadi 
semakin banyak dalam wujud terselubung dan ilegal dengan cara membujuk, 
merayu, menipu, mengancam, menculik, menggunakan kekerasan verbal dan fisik. 
Seperti eksploitasi seksual termasuk prostitusi, buruh migran legal maupun ilegal, 
adopsi anak, penjualan organ tubuh, pengantin pesanan, serta bentuk-bentuk 
eksploitasi lainnya.8 Dalam hal ini di dalam kasus porsitusi secara umum maupun 
spesifik terhadap anak. Terjadi peningkatan di akibat kan masih kurang nya 
pengawasan dari pihak kepolisian, dan juga dari pihak Masyarakat kurang nya 
kesadaran untuk melakukan pengaduan ke pihak yang lebih berwajib, Dimana 
Masyarakat saat ini memiliki sifat individualisme padahal dari team penyidik 

 
8 Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.85 
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kepolisian polrestabes Makassar telah menyediakan tempat pengaduan selther 
dengan bekerja sama dengan pihak UPTD. Berdasarkan wawancara lebih lanjut 
dengan penyidik, disimpulkan bahwa proses penanganan tindak pidana prostitusi 
terhadap Anak di polrestabes Makassar dilaksanakan melalui serangkaian prosedur 
yang telah ditentukan Pasal 7 KUHAP. Dasar hukum di atas adalah dasar hukum 
yang di gunakan, jika ingin melakukan penyidikan di dalam kasus tindak pidana 
prostitusi terhadap anak.  

 
B. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus prostitusi terhadap Anak.  

Prostitusi terus berkembang pesat dari tahun ke tahun disetiap daerah di Indonesia. Kota 
besar, kota Kecil dan bahkan dipelosok desa tidak luput dari praktik prostitusi. Banyak 
faktor yang mempengaruhi berkembangnya praktik prostitusi baik itu faktor internal 
maupun eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor diluar individu yang berpokok 
pangkal pada lingkungan, yang memiliki korelasi dengan kejahatan, sedangkan faktor 
internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Briptu awal Gaffar, Penyidik 
pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar. Ada 5 faktor yang 
melatarbelakangi terjadi tindak pidana prostitusi terhadap Anak yang mencakup: 1) 
Faktor hukum, 2) faktor ekonomi, 3) faktor lingkungan dan Pendidikan, 4) Faktor 
pengawasan orang tua, 5) Faktor social media dan teknologi. Penanganan tindak pidana 
prostitusi terhadap anak akan di tinjau dari 5 aspek.9 

1. Faktor Penegakan Hukum  

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak 
berwenang untuk memastikan bahwa hukum ditaati oleh warga negara. Lemahnya 
penindakan dan kurangnya penindakan terhadap pelaku prostitusi anak membuat 
mereka merasa aman dan tidak takut dihukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam 
hukum dan pemerintahan. Kurangnya bukti, Keterbatasan bukti dan kesulitan 
mengumpulkan bukti membuat kasus prostitusi anak sulit dibuktikan, dan kurangnya 
peraturan spesifik yaitu Kekurangan peraturan yang spesifik melindungi anak dari 
eksploitasi seksual membuat sulit untuk menghukum pelaku.10 

2. Faktor Ekonomi  

Salah satu penyebab utama dalam prostitusi terhadap Anak baik secara Offline 
maupun online adalah faktor ekonomi. Kemiskinan yang di sebabkan oleh kebutuhan 
yang tidak seimbang dengan penghasilan, membuat banyak Anak berupaya membantu 
kebutuhan nya dengan cara yang salah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah 

 
9 Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar. Wawancara, 

Makassar 19 November 2024 
10 Soerjono soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, (Jakarta,2021)  
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satu anggota Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes 
Makassar,11 juga menambahkan “Penyebab paling banyak di jumpai oleh penyedik 
polres yaitu, Faktor ekonomi ataupun gaya hidup dari anak itu sendiri. Terlebih lagi 
korban merasa di berikan keuntungan terhadap, penawaran yang di berikan oleh pelaku 
(mucikari). Sehingga mereka melakukan kegiatan prostitusi tersebut dengan senang 
hati juga. Di tambah  jika di beri bayaran lebih”.   

3. Faktor Lingkungan Dan Pendidikan  

Faktor lingkungan juga menyebabkan terjadi nya prostitusi terhadap Anak, baik itu 
secara offline maupun online. Faktor lingkungan juga meliputi pergaulan yang 
terbentuk dari interaksi sosial. Faktor lingkungan pertemanan keluarga yang terbiasa 
mengarah ke seksual, Dapat menyebabkan pemikiran seorang anak mengarah ke 
tindak pidana prostitusi. Faktor lingkungan keluarga juga dapat memberikan dampak 
terhadap tindak pidana prostitusi Anak. Seorang anak yang di besarkan tanpa moral 
dan etika yang baik, akan lebih mudah untuk tergiur dalam tawaran mucikari. 

Faktor Pendidikan yang rendah dan Pendidikan yang terputus karena ekonomi, 
memperngaruhi kejahatan prostitusi terhadap Anak. Anak yang tidak memiliki 
Pendidikan yang memadai cenderung memiliki pemikiran yang tidak sehat dan buruk, 
anak yang kurang memiliki pengetahuan tentang hukum dapat melakukan kejahatan 
tanpa menyadari bahwa Tindakan tersebut melawan hukum. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan salah satu anggota Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit 
PPA sat reskrim polrestabes Makassar,12 juga menambahkan “Faktor sekolah yang 
telah terputus yang membuat Anak tersebut tidak mendapat pendidikan yang lebih 
baik. Sehingga pemikiran Anak tersebut tidak berkembang Akan hal yang baik 
ataupun buruk”. 

4. Faktor pengawasan orang tua  

Faktor pengawasan orang tua salah satu faktor terjadinya tindak pidana prostitusi 
terhadap Anak, pengawasan orang tua ialah pemusatan tenaga fisik maupun psikis dari 
orang tua untuk anak nya. Orang tua memiliki tanggungjawab untuk mendidik, 
mengasuh, dan membimbing anak nya. Biasanya anak yang terjerat prostitusi tidak 
mendapatkan peran pengawasan dari orang tua nya dari berbagai faktor. Inilah yang 
menyebabkan banyak anak yang terjeremus prostitusi bebas tanpa pengawasan orang 
tua. Briptu ilham ardiansyah pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar,13 
juga menambahkan  

“Selain itu kurang nya pengawasan dari pihak orang tua yg menyebabkan Anak 
tersebut bisa terjerumus di lingkup prostitusi. Kemudian, ada anak yang tidak memiliki 

 
11 Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar. Wawancara, 

Makassar 19         November 2024 
12 Briptu awal Gaffar, Penyidik pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar. Wawancara, 

Makassar 19 November 2024 
13 Briptu ilham ardiansyah pembantu unit PPA sat reskrim polrestabes Makassar. Wawancara, Makassar 

19 November 2024. 
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orang tua sama sekali (hanya numpang hidup dari orang ke orang) kemudian, 
Terjerumus dalam hasutan ataupun penawaran dari pelaku prostitusi terhadap Anak. 
Faktor keluarga yang kurang kondusif sehinngga tidak menciptakan ruang yang aman 
dalam kehidupan  

Anak, Sehingga anak mudah terhasut dan mengikuti ajakan tersebut demi gaya hidup 
ataupun kebutuhan ekonomi. Keluarga yang kondusif juga membawa tekanan dalam 
kehidupan anak yang dalam pertumbuhan relative ingin mencoba segala nya, tanpa 
adanya pemikiran yang Panjang karena Anak tersebut belum mempunyai pemikiran 
yang dewasa untuk diri nya sendiri”. 

5. Faktor media sosial dan teknologi  

Faktor media social merupakan salah satu sebab terjadinya prostitusi online, Gaya 
hidup yang berkembang di media sosial yang membawa pengaruh buruk terhadap gaya 
hidup Anak. Teknologi dan sosial media yang semakin berkembang memberikan 
peluang bagi para pelaku prostitusi online untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih 
mudah dan efisien.  

Perubahan era industri menjadi 4.0 diiringi perkembangan teknologi informasi yang 
pesat membuat praktik prostitusi mengalami metamorfosa yang sebelumnya 
konvensional kini menjadi online atau disebut juga prostitusi online. Pelaku prostitusi 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menjalankan prostitusi online 
melalui internet dimana media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan 
langsung menjajakan di pinggir jalan. Semua bentuk perkembangan ilmu pengetahuan 
saat ini, perkembangan teknologi merupakan yang paling berperan mengubah tata 
kehidupan manusia. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah merebaknya 
penyakit sosial berupa praktik prostitusi online melalui media social. 

 
KESIMPULAN  

Secara umum, efektivitas penanganan tindak pidana prostitusi terhadap anak, Upaya 
penyidikan kepolisian dalam memberantas prostitusi terhadap anak. Penanganan team penyidik 
polrestabes Makassar sudah memberikan pelayanan pengaduan berupa selter, namun kurang 
nya kesadaran Masyarakat itulah yang dapat merugikan. Dari beberapa faktor Yang telah saya 
teliti faktor yang paling mempengaruhi ialah persoalan ekonomi dan kurang nya pengawasan 
orang tua, serta mental anak yang semakin hancur di sebabkan bermain media sosial tanpa 
adanya pengawasan dari orang tua itu sendiri. Saya sebagai penulis berharap Masyarakat dan 
korban prostitusi di bawah umur dapat segera sadar akan tindak pidana yang di lakukan adalah 
salah, adanya selter pengaduan dapat di harapkan Masyarakat setempat bisa lebih peduli atas 
tindak pidana prostitusi ini, Anak yang menjadi korban dapat di tinjau atau di awasi oleh kedua 
orang tua nya. Ataupun di serhakan di rumah milik UPTD PPA (jika tidak memiliki keluarga). 
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